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WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAK

PERATURAN WALTKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN , SUSLJNAN ORGANISASI , TUGAS DAN F'UNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah KotA Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susvman Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pcngembangan Kota
Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5533);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

5. Peraturan . ..
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5. Peraturan Daerah Kota Paiembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Paiembang (Lembaran Daerah Kota Palcmbang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WAL1KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS1, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMRANGUNAN DAERAH ,
PENEUTiAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Paiembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Paiembang.
3. Walikota adalah Walikota Paiembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Paiembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Paiembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah , Penclitian dan Pengembangan Kota
Paiembang,

7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Paiembang.

8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kota
Paiembang.

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Paiembang.

10.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Paiembang.

1l . Urusan adalah uruaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Paiembang.

12.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya
Manusia Kota Paiembang yang berada di bawah dan
bertanggungjawah kepada Kepala Badan.

13, Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

BAB II.. . .
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 0RGAN1SASI

Pasal 2

( 1 ) Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, Penelitian dan
Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
serta urusan Penelitian dan Pengembangan ,

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walilcota mclalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnva;
c. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, terdiri dari:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Suh Bagian U m u m dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan,
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
1. Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Pendudulc, PP,

dan PA;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
3. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

d. Bidang...
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d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya,
membawahi:
l .Sub Bidang Ekonomi;
2.Sub Bidang Sosial Budaya; dan
3.Sub Bidang Pariwisata clan Kebudavaan

c. Bidang Ferencanaan Infrastruktur, mernbawahi :
l .Sub Bidang Kebinamargaan dan Suniber Daya Air;
2.Sub Bidang Perumahan, Pemukiman , dan Sanitasi;

dan
3.Sub Bidang Perilubungan , Informasi dan Komunikasi

f. Bidang Ferencanaan Pengembangan Wilayah ,
mernbawahi:
1, Sub Bidang Penataan Ruang;
2, Sub Bidang Lingkungan Hidup; dan
3, Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. KelompokJabatanFungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah masing dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.

(6) Bagan Struktur OrgansRani Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kota
Palembang, sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum
dalam LampIran Peraturan Walikota ini.

BAB ill
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemermtahan di bidang perencanaan, serta penelitian dan
pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku dart petunjuk pelaksanaanya.

Bagian kedua....
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mengkoordinasikan perancanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-

undangan.
Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas;
a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub

bagian umum dan kepegawaian;
b. mengelola administrasi u m u m dan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan peijalanan

dinas;
g. melaporkan hasil capaian keija dan kinetja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tgasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja badan;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan /akuntansi;
g. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.

(3) Sub bagian....

<\V
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(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan , mempunvai tugas:
a menyusun rencana program dan kegiatan badan serta

sub bagian perencanaan dan pelaporan;
b melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c menyusun dokumen perencanaan badan;
d mengukur capaian kineija program dan kegiatan

bidang;
e monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan;
T menyusun dokumen pelaporan badan;
g melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
h melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan

Manusia dan Masyarakat

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan Penelitian Pengcmbangan,
Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunvai tugas
melaksanakan sebagian tugas badan di bidang
Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan
Manusia dan Masyarakat.

(2) Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan,
Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunvai
fungsi;
a. penyusunan rencana program dan petunjuk Leknis di

bidang perencanaan penelitian pengembangan,
pembangunan manusia dan masyarakat;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
perencanaan penelitian pengembangan, pembangunan
manusia dan masyarakat;

c. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan
penelitian pengembangan , pembangunan manusia dan
masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi
terkait;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1 ) Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,
mempunvai tugas;

a, Menyusun....
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a. menyusun rencana program dan peiunjuk teknis di sub
bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat,
pcngendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pemberdavaan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. menganalisis Kancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah urusan sub hidang kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

d. mcnyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. merencanakan pelaksanaan sincrgitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub
bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah urusan sub bidang kesehatan ,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana:

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
mempunvai, tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b. merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Keija Pemerintah Daerah urusan sub bidang
pendidikan , pemuda dan olahraga;

c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah urusan sub bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang pendidikan , pemuda dan olahraga;

e, Merencanakan....
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e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rcncana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah urusan pendidikan, pemuda dan
olahraga;

g. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(3) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan

Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang penelitian pengembangan dan pembangunan
sumber daya manusia;

b. merancang penvusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Kcrja Pemerintah Daerah urusan sub bidang penelitian
pengembangan dan pembangunan sumber daya
manusia;

c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah urusan sub bidang penelitian pengembangan
dan pembangunan sumber daya manusia;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang penelitian pengembangan dan pembangunan
sumber daya manusia;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan urusan sub
bidang penelitian pengembangan dan pembangunan
sumber daya manusia;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah urusan sub bidang penelitian
pengembangan dan pembangunan sumber daya
manusia;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinetja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pcrcncanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di
bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya.

(2) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya,
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya;

b. pelaksanaan....
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b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
perencanaan ekonomi dan sosial budava;J tc. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan
ekonomi dan sosial budaya;

d. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasama dengan instansi
terkait;

0. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

( 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang ekonomi;
b. merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pexnbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah urusan sub bidang ekonomi;

c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang ekonomi;

d . menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang ekonomi;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang ekonomi;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang ekonomi ;

g. melaporkan hasil ketja dan capaian kineija; dan
h . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas:
a . menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang sosial budaya;
b. merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah urusan sub bidang sosial
budaya;

c . menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang sosial budaya;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang sosial budaya;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang sosial budaya;

f. Merencanakan . ...
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f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kcgiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang sosial
budaya;

g. mclaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya,

[3) Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang pariwisata dan kebudayaan;
b. merancang pcnyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintnh Daerah urusan sub bidang pariwisata
dan kebudayaan;

c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang pariwisata dan kebudayaan;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang pariwisata dan kehudayaan;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang
pariwisata dan kebudayaan;

g. melaporkan basil kerja dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Infrastruktur

Pasal 11

(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas badan di bidang
Perencanaan Infrastruktur.

(2) Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang perencanaan infrastruktur;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
perencanaan infrastruktur;

c. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan
infrastruktur;

d. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi
terkait;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugasriugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 12
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Pasal 12

(1) Sub Bidang Kehinamargaan dan Sumber Daya Air,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
b. meiancang penyusunanan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemcrintah Daerah urusan sub bidang
kebinamargaan dan sumber daya air;

c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya
air;

d. Mcnyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang kebinamargaan dan sumber daya air;

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmomsasi
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang kebinamargaan dan sumber daya air;

f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/ kota urusan sub bidang
kebinamargaan dan sumber daya air;

g. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Sanitasi,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang perumahan , pemukiman dan sanitasi;
b. Merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemcrintah Daerah urusan sub bidang
perumahan, pemukiman dan sanitasi;

c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan
sanitasi;

d. mcnyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang perumahan , pemukiman dan sanitasi;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang
perumahan, pemukiman dan sanitasi;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub bidang....
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(3) Sub Bidang Perhubungan , Informasi dan Komunikasi,
mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknia di sub

bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
b. merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang
perhubungan , informasi dan komunikasi;

c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan
komunikasi;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang perhubungan , informasi dan komunikasi;

e. merenranakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub
bidang perhubungan , informasi dan komunikasi;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah urusan sub bidang perhubungan,

informasi dan komunikasi;
g. melaporkan basil keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pengcmbangan Wilayah

Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah , mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang
Perencanaan Pengembangan Wilayah.

(2) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang perencanaan pengembangan wilayah;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

perencanaan pengembangan wilayah;
c. pengawasan dan pengendalian di perencanaan

pengembangan wilayah;
d. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi

terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14....
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Pasal 14

( 1) Sub Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di subbidang penataan ruang;
b. merancang pcnyusunan rancangan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemcrintah Daerah urusan sub bidang penataanruang;
c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerahurusan sub bidang penataan ruang;
d . menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang penataan ruang;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang penataan ruang;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang
penataan ruang;

g. melaporkan hasil keija. dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub

bidang lingkungan hidup;
b. merancang penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang lingkungan
hidup;

c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah
urusan sub bidang lingkungan hidup;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang lingkungan hidup;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub
bidang lingkungan hidup;

f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang
lingkungan hidup;

gr melaporkan hasil kerja dan capaian kineija, dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub
bidang keijasama antar wilayah;

<\£'

b. Merancang....
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b. merancang penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Keija Pemerintah Daerah urusan sub bidang keijasama
antar wilayah;

c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah urusan sub bidang keijasama antar wilayah;

d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah umsan sub
bidang kerjasama antar wilayah;

e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan hannonisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub
bidang kerjasama antar wilayah;

F. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah urusan sub bidang keijasama antar
wilayah;

g. melaporkan hasil keija dan capaian kineija ; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota,

BAB V....
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan
melaksanakan kegiatan
keahlian masing- masing.

Fungsional mempunyai tugas
teknis sesuai dengan bidang

(i) kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masingdipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalambidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatanteknis fungsional.
(4) Kebutuhan tenaga fungsional dkentukan berdasarkan sifat,

jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengernbangan berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB Vll
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau

sebaliknya secara administrate dilaksanakan melalui
Sekretaris.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta
dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Palembang
sesuai dengan tugas masing-masing;

(3). Kepala badan....
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(3) Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian , Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis bcrtanggung jawab rnerrmnpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya;

(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pcrtimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut; dan

(0) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat
menimjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas Daerali berdasarkan senioritas dan
kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 21

(1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Daerah
sebagaiinana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
1 Januari 2017,

(2) Segala ketentuan yang bertenlangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dinas yang hersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala

Badan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah BAB II Bagian Kedua,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24....
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Pasal 24

Peraturan Waliknta ini mulai berlaku pada tariggal
diundangkan.

Agar setiap orang meiigetaliuinya, merr.erintahkar:

pengundangan Peraturan Walikoia ini , dcngan peneinpatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan ’ " lembang
pada tangg; > Wodemfaer 2£) Ib

W \UK07A PALEMBANG ,

HARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 AbOWRrtbfir 20!6

HAROBiN MASTOFA
RERITA DAERAH KOTA PALEMBANG rAHUN 2016 NOMOR lr9-
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